
PERATURAN BANK INDONESIA  

NOMOR 17/ 14 /PBI/2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 

16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP 

RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai Rupiah; 

b. bahwa dalam rangka mendukung kestabilan nilai 

Rupiah diperlukan pasar valuta asing domestik yang 

memiliki daya tahan terhadap gejolak eksternal; 

c. bahwa perkembangan terkini kondisi pasar valuta 

asing domestik menyebabkan diperlukannya 

kebijakan untuk mewujudkan pasar valuta asing 

domestik yang sehat, dengan tetap memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas 

ekonomi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang 

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara 

Bank Dengan Pihak Asing; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan… 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu 

Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3844); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 

16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA 

ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN 

PIHAK ASING. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara 

Bank Dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

17/7/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/17/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5702) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan… 
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1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak 

Asing kepada Bank melalui Transaksi Spot adalah USD25,000.00 

(dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per 

bulan per Pihak Asing.  

(2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada 

Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nilai 

nominal Underlying Transaksi. 

(3) Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima 

ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal 

Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke 

atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika 

Serikat). 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk pembelian valuta 

asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui 

Transaksi Spot di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku untuk 

penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui: 

a. perpanjangan transaksi (roll over), sepanjang jangka waktu 

perpanjangan transaksi (roll over) paling lama sama dengan 

jangka waktu Underlying Transaksi awal; 

b. percepatan penyelesaian transaksi (early termination); atau 

c. pengakhiran transaksi (unwind).  

(2) Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk Transaksi 

Derivatif antara Bank dengan Pihak Asing di atas jumlah tertentu 

(threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak 

berlaku… 
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berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang 

dilakukan melalui: 

a. perpanjangan transaksi (roll over), sepanjang jangka waktu 

perpanjangan transaksi (roll over) paling lama sama dengan 

jangka waktu Underlying Transaksi awal; 

b. percepatan penyelesaian transaksi (early termination); atau 

c. pengakhiran transaksi (unwind). 

 

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22 

(1) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing 

terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi Spot dengan 

nilai nominal di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak 

Asing untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut: 

a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang 

berupa perkiraan; dan 

b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang 

authenticated dari Pihak Asing yang berisi informasi 

mengenai: 

1. keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 

2. penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk 

pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak 

sebesar nominal Underlying Transaksi dalam sistem 

perbankan di Indonesia.  

3. jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal 

penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying 

Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa 

perkiraan. 

(2) Dalam… 
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(2) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing 

terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi Spot paling 

banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak 

Asing untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa 

pernyataan tertulis yang authenticated yang menyatakan bahwa 

pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari 

USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau 

ekuivalennya per bulan per Pihak Asing dalam sistem perbankan 

di Indonesia.  

 

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 26 

(1) Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta 

Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Pihak Asing 

secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Dokumen Underlying Transaksi bersifat final; dan 

b. Bank telah mengetahui track record Pihak Asing dengan baik. 

(2) Dalam hal Bank melakukan fungsi kustodian dan memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen 

pendukung dapat diterima dari Pihak Asing paling kurang 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.  

(3) Dalam hal Bank tidak melakukan fungsi kustodian dan Pihak 

Asing memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dokumen pendukung dapat diterima paling kurang 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) bulan kalender. 

(4) Bank dapat menerima dokumen pendukung yang disampaikan 

oleh Pihak Asing atas pembelian valuta asing terhadap Rupiah 

melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar USD25,000.00 

(dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya 

per bulan per Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) bulan. 

 

 

Pasal II… 
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Pasal II 

1. Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah 

kepada Bank yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan 

Bank Indonesia ini tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang 

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak 

Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 17/7/PBI/2015.   

2. Ketentuan mengenai sanksi kewajiban membayar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah 

Antara Bank Dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/7/PBI/2015 untuk pelanggaran 

atas ketentuan mengenai pembelian valuta asing terhadap Rupiah 

sebagaimana dimaksud dalam: 

a. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap 

Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

17/7/PBI/2015; dan 

b. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia 

ini, 

mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015, khusus untuk pembelian 

valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot dengan jumlah 

di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) 

sampai dengan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).   

3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Agustus 2015 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

AGUS D. W. MARTOWARDOJO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  25 Agustus 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 202 

DPM 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BANK INDONESIA  

NOMOR 17/14/PBI/2015 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 

16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP 

RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING 

 

 

I. UMUM 

Perkembangan terkini kondisi pasar valuta asing domestik 

menimbulkan tantangan terhadap upaya mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Salah satu tantangan yang muncul adalah 

tingginya permintaan masyarakat terhadap valuta asing untuk 

kegiatan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan 

perdagangan dan investasi. Tantangan ini menyebabkan 

diperlukannya kebijakan di pasar valuta asing domestik yang 

bersifat proaktif, untuk mendorong permintaan valuta asing yang 

sehat dan meningkatkan pasokan valuta asing di pasar domestik 

dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung 

aktivitas ekonomi. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu 

melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan 

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak 

Asing.  

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

 

Angka 2… 
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Angka 2  

Pasal 6 

Cukup jelas.  

Angka 3 

Pasal 22  

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”dokumen Underlying 

Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang 

tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah 

dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”pernyataan yang 

authenticated” adalah pernyataan yang telah 

diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara 

sistem. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ”pernyataan yang authenticated” 

adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan 

kebenarannya secara sistem. 

 

Angka 4 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5737 


